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Tesisini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pural Persero dengan PT
Execujet Indonesia tentang pengel olaan pelayanan general aviation di bandara internasional | Gusti Ngurah
Ral - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya
bisnis Genera Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di
Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesisini adalah yuridis-normatif. Dalam
penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenal penerapan dari
peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999.
Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT
Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan
tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini
merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas
tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pural
Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usahayang
kondusif.

...... This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura | Persero and PT Execujet
Indonesia regarding management of general aviation services at | Gusti Ngurah Rai International Airport.
Theissues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and
how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business
that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesisisjuridical
normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being
addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is
not aviolation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral
pricing action by PT Execujet Indonesiawhich is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence,
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such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article
17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5
1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and
or unfair business competition. GAT businessis the pioneer business that has no regulation in Indonesia,
KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pural Persero
and PT Execujet Indonesiain order to create a conducive business climate.



